


DINAS PENDIDIKAN 
ROVINSIDAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

.Jakarta 26. Juli 2016 t 

Kepada 
Yth.: Para, Pimpinah Yayasan 

PenyelenggáraPendidikan 
2Para impinan Lembaga 

Pendidikah Negeri d.. Swasta 

di 

* * 

Jakarta 
... 

. 

,i 
. 

sURAT EDARAN 

NOMOR 71 SE/2016 

TENTANG 

PENERBITAN I}IN. PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL 
LEMBAGA PENDIDIKAN . 

: 

Merujuk pada !Peraturan Menteri Pendidikar idan' Kebudayaan Nomor 36 Tahun 
2014, Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 

Tahun 2016, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai Berikut 

1. 1zin Prinsip lembaga' pë ididikan yang telah dikeluaikän oleh Dinas Pendidikan dan 

atau Badan Pelayanan, fer, adu. Satu Pintu (BPTSP), segera ditindaklanjuti dengan 
pengurusan1zin Operasional ke BPTSP selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkan.

2. Izin Operasiona lembaga pend ikan yang.telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan 
dan ataú Badan Pelayanarr Terpadu Satu Pintu tetap berlaku sepanjang lembaga 

pendidikan dimaksud masih beroperasi. darn tidak mengalami perubahan nanma, alamat 
dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus 
perpanjangan iZ{N operasional. 

3 1zin operasional serbagaimana dimaksud pada angka 2 dapat clicabut sewaktu-waktu 
manakala lembaga pendidikan ticd ak memenuhj ketentuan penyelenggaraan pendidikan 
sebayaimana diatur dalam ketentuarn peraturan perundang-undangan. 

4. Seluruh lemba�a pendicdikan diminta segera melaporkar kondisi sekolah dengan 
menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali 
Peraturan Daerah Nomor Tahun 2014 entang Rencana Detail Tata Ruang dar 
Peraturan Zonasi, fomat isian.dimaksud dikirinkan ke Dinas Pendidikan up. Bidang
Persekolahan dan Bidang PAUDNI paling lamiL il tanggal 13 Agustus 2016 

5. Khusus permohonan lzin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau 

Satuan Paud Sejenis yang berada di zona, perumahaniyang bersifat non profitnor 
komersil serta bukan diselenggarakan oleh lemba�a berbadan hukum, pemohon haru: 

melampirkan 



a. Perrnyataan persetujuan (di,atas meteta dan pemilikunahiidan bangunan; dan 
b. Persetujuan tetanggadisekitarnya sebagai penggant UuG 6. Pemanfaatan tasilitas sekolah negeripleh yaya_an:sekolal Swastaihanya dap at ldeikan.denganadany� perjanjan'kerjasama antara yayasan dengan: Pemerintah ProvinsI DKIJakarta,idalam, halini Badanengeldla Keuangan dan Aset paerah 

Provinsi DKJakàrta. Jaca 
, 

. NhusUS satuah pendidikan: SMK.yarig telah memiliki:izin.operasional dan terakreditasidapat: mengembangkan/menambah; kompetenisi. keahlian ibarui sesuai hasil analisis untutan masyarakat, dunia'usaha, dunia industri, setelah mendápatkan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi; DKI Jakarta. " 

Edaran ini' un�uk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-Daiknya2 
serta penuh tanggung jawah 

DABMas Rendidikan 
. 

Hrov tahbtbukota Jakarta, : 

. 

. 

openAdrianto 
NIP 19G211071996031001 

. 

:. 
. 

. 

embUsan: , i*i,Ti 
1. Gubernur Provinsi DKIEJakarta 2. Wakil Guberhur Provinsi DKI Jakarta 

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakairta 
3. 

Asisten:Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta 
4 

Inspektur Provinsi DKI Jakarta 6. Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta 7. Kepala Biro Dikmental Setda. Provinsi DKI Jakarta Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Ketua BAP-S/M Provinsi DKI Jakarta 10. Sekretaris, Dinas, Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 11. Para Kepala:Bidang pada, Dinas Pendidikan Provinisi DKIJakarta 12. Para Kepala Sudin Pendidikan: Wilayah I dan Wilayah llKota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta 
13. Kepala Sudin Pendidikan Kab. Administrasi Kep. Seribu; 14. Para Kepala Seksi Dinas: Pendidikan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta 15. Para Pengawas SD, SMP, SMA, SMK dan PLB Provinsi DKI Jakarta 16. Para Penilik PAUDNIPYovinsi DKI Jakarta. 

. 

. 

,'. 8 

9. 

. 

. 



BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

00 April 2016 

Kepada 
Yth. 1. Para Kopala Seksi Satlak PTSP Kecamatan 

2. Para Kepala Seksi Satlak PTSP Kelurahan 

Jaakarta 

SURAT EDARAN 

NOMOR 28/SE/2010 
TENTANG 

PENERBITAN 1ZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS (SPS) 

Menindaklanjuti Petunjuk Gubernur dalam Rapat Pimpinan Gubernur Nomor Urut 03 tanggal 3 Maret 2016 dan Nomor Urut 10 tanggal 24 Maret 2016 guna memberikan kepastian bagi Pejabat PS dalam menerbitkan lzin Operasional Satuan PAUD Sejenis (SPS) serta menginformasikan kemball Ketentuan dalam Peraturan Daerah No.1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ dan ketentuan lain yang9 terkait, dengan ini disampaikan sebagai berik it : 
. Permmohonan izin untuk kegiatan izin ot rarional Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang berada atau berlokasi di zona hijau tidak diperkenankan/tidak dapat diterbitkan karena tidak sesuai dengan ketentuan zonasi. 

2. Permohonan kegiatan izin operasional Satuan P: JD Sejenis (SPS) yang berada atau berlokasi di zona perumahan (R1 sampai dengan R11), berlaku ketentuan a. Satuan PAUD Sejenis meliputi Bina Keluarga Balita (BKB), Posyandu, Tamar Asuh Anak Muslim, Pos PAUD, Taman Pendidikan Al-Quran, Taman Pendidikan Anak Soleh, Sekolah Minggu dan Bina Iman dan PAUD Holistik/ntegral; b. bersifat non profit/non komersil/nirlaba 
C. bukan badan usaha baik berbadan hukum maupun bukan badan hukum; d. apabila merupakan binaan Lurah, memperoleh Surat Keputusan dari Lurah mengenai kegiataan Satuan PAUD Sejenis (SPS); 
e. sebeluninya dilakukan peninjauan lapangan bersama cdeongan instansi terka. f. memperoleh rekomendasi dari Kepala Scksi Dinas Penciicdikan Kecamatan; g. dalam hal kegiatan menempai tanah dan barnggu1an pihak lain maka pemohon harus melampirkan: 

1) Sural pernyataan di atas kertas bermaterai Rp.6000,- clari pemilik tanah dan bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah dan bangunan digunal an; 2) fotokopi KTP pemilik tanah dan bangunar 
h. melampirkan Surat Persetujuan Tetangga scbagai Pongganti Undang-Undang Gangguan. 

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan deng, in sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab 

Kepala Badan Polayanan Terpadu Satu Pintu 
Provinsi.Daerah Khusus lbukota Jakarta, 

.Edy,Junaedi 
NIP 197611301995111001 Tembusan 

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 
2. Asisten Pernerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta 
3. Inspektur Provinsl DKI Jakarta 
4. Para Walikota Kota Administrasi 

5. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakata 
7, Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta 
8 Kepala Kantor PTSP Kota/Kabupaten Administrasi 

, 


